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MENGEVALUASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI
INDoNESTA DALAlvr MEN;(f,)StfrS*" ERA PASAR

L. Budi Kagramanto'
RiaSetyautati"

Abstrak
Seiring dengan cita-cita yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila

Undang-Undang Nomor 5 Thhun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopol
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) berazazkan demokras
ekonomi. Dalam emokrasi ekonomi, perekonomian Lrdonesia, dimana semu
pelaku usaha di trdonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya hams mem
perhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum. Ada
pun tujuan dari UU No. 5lt99g adalah menjaga kepentingan umum dan dar
melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalu
terciptanya persaingan usaha yang seha! dan menjamin kepastian kesempata,
berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktek monopol
dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegtatan usahanya. Dalan
rangka mewujudkan cita-cita dan mewujudkan tujuan dari penegakan hukun
persainganusaha di hdonesia dalarn era pasarbebasyang merupakanrancangar
nyata dari ASEAN Economic Community 2015, maka perlu dilakukan evaluas
terhadap UU No. 54999. Dari hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat diketahu
adanya kekurangan-kekurangan dalam UU No. 5/1.999 tersebut. Selanjutnya
temuan dari kekuarangan yang ada tersebut, diharapkan akan menjadi kritil
yang membangun dan menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan peru
bahan atas LfU No. 5/1999.

Kata Kunci: Evaluasi UU No, 5Th.1999, Revisi UU No. 511999

_ 'Guru Besar di Bidang Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga Email
kagramanto@gmail. com.
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PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL

AgungSujatuiko'

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Merek, MerekTerkenal

' Dosen Fakultas Hukm Universitas Airlangga, Surabaya.

t-

[ **r,x*,?l*r] ::#li#*,***"t*,m,r#.x
f terkenal. Merek terkenal memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika dibanding-

I kan dengan merek biasa. Pada sisi lain, merek terkenal juga rawan terhadap

E pemalsuanL/pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang kurang bertang-

F gungjawab. Oleh karena itu, merek terkenal mendapatkan perlindungan

I secara khusus dalam UU No. 15 Tahun 200l tentang Merek. Kekhususannya,

I perlindungan yang diberikan tidakhanyauntukbarangdan atau jasa seienis,

[' melainkan juga barang dan atau jasa yang tidak sejenis. Pada dasarnya per-

I lindungan terhadap merek, hanya diberikanuntukbarang danatau jasayang

I sejenis saja, sementara untuk merek terkenal, perlindungannya diperluas.

I Perlindungan secara khusus tadi diberikan, karena untuk menjadikan merek

I terkenal dibutuhkan biaya yang besar berupa pendaftaran di banyak negara
,' dan pengiklanan di berbagai media ma*sa. Sampai sekarang kriteria tentang
I merek terkenal masih menjadi perdebatan, sehingga belum ada kriteria yang

bakudalamkepustakaan. KriteriatentangmerekterkenalterdapatdalamUndang-
undartg Merek, persetujuan Trade Related Aspects of Lrtellectual Property
Rights (TRIPs) dan pendapat para ahli dalarn berbagai macam kepustakaan.
Beberapa pendapat tentang kriteria merek terkenal tersebut perlu dibahas
untuk mencari dasar pembenar tentang perlindungan hukum merek terkenal
s€cara khusus.

I
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Pendahuluan

Merek terkenal merupakan merek yang selalu merrjadi bahan incaran bagi
pihak lain untuk menggunakan secara salah dan melanggar hukum. Hal itu
disebabkan karena merek terkenal memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan
potensi yangbesar bagi penggunanya untuk memenangkan persaingan merebut
konsumen. Keterkenalan suatu merek membuat merek itu menjadi suatu yang
menarik dan "seksi", sehingga hampir setiap orang ftonsumen) mengenalnya
danbahkanmerrjadibagiandarigayahidupmereka.Bagimerekadenganmerrriliki
merek terkenal menjadi kebanggan dan memberikan kepuasan yang tiada dua.

Merek terkenal tidak hanya berfungsi sebagai tanda untuk membedakan
barang dan atau jasa, tetapi juga merupakan assetyang tidak temilai harganya.
Pada sisi lain merek terkenal, juga berftrngsi sebagai goo tkoill. Pada dasanrya
suatu merek digunakan untuk membedakan barang dan atau jasa sejenis, se-
hingga perlindungan yang diberikan oleh undang-undang mengacu pada
penggunaan barang dan ataujasa sejenis. Perlindungan itu diberikan karena
hak atas merek itu yang bisa dinilai sebagai uang.

Apabila suatu merek menjadi merek terkenal, maka perlindungannya diper-
luas, tidak hanya untuk barang atau jasa sejenis, tetapi juga untuk barang
atau jasa tidaksejenis. MsalnyamerekToyota, merupakan merek terkenal di
bidang otomotif, seharusnya boleh digunakan untuk merek baju atau sepatu,
tetapi karenaToyota zudah masukkategori merek terkenal maka penggunaan
Toyota untuk merek baju atau sepatu tidak diperbolehkan. Hal ini berarti
perlindungannya diperluas, tidak hanya unhrk barang sejenis melainkaniuga
untuk barang tidak sejenis.

Adabeberapa alasan yangbisa dimengerti mengapa perlindungan terhadap
merek terkenal diperluas. Alasan-alasan itu menyangkut biaya untuk merrjadi-
kan suatu merek menjadi merek terkenal besar sekali yang antara lain biaya
pengiklanan di berbagai media cetak atau elektronika, baik di dalam negeri
maupun di luar negeri. Selain biaya pengiklanan, biaya pendaftaran merek
di berbagai negara juga besar. Pendaftaran merek di berbagai negara akan men-
jadikan suatu merek menjadi terkenal, karena konsumen merek yangbersang-
kutan bertambah banyak. Makalah ini akan menguraikan beberapa hal terkait
permasalahan merek terkenal, khususnya dari segi perlindungannya.

Kriteria Merek Terkenal

Kriteria mengenai merek terkenal sampai saat ini masih dalam perdebatan
panjang, belum ada satu kesatuan yang tunggal. Ada beberapa kriteria yang
diberikan oleh beberapa pihak dan berdasarkan Undang-undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat UUM). Kriteria merek
terkenal dalam UUM, diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang
menegaskan:
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"Penolakan permohonan yangmempunyai Persamaan Pada pokol'urya

atau keselumhan dengan Merek terkenal untuk barang darVatau jasa

yangsejenis dilakukan denganmemperhatikan pengetahuan umumuul-

,y""lt"t^".,g*,ui ueret ersbUut dibidang usaha yangbersangfutan"'

Disamping itu, diperhatikanPula reputasi Merek terkenal yang diperoleh

karena promoei Yang gencar dan besat-besaran, investasi di beberaPa negara

di dunia yang dilakukan oleh pemilil crya dan disertai bukti pendaftaran Merek

tersebut di beberaPa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggapcukup,

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk

melakukan survei guna memPeroleh kesimPulan mengenai terkenal atau

tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan'

JadiberdasarkanpenjelasanPasal5ayat(1)hurufbtersebut,kriteriamerek
terkenal 6dalah:

1. Di dasarkan pada pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut di

bidang usaha Yang bersangkutan,

2. Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan

besar-besaran;

3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilikrya dan

disertai bukti pendaftaian merek tersebut di beberapa negara $ika ada).

4. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga independent atas perintah

pengadilanniaga

sementara dalam Pasal 16 angka 2 TRIPs kriteria mengenai merek terkenal

didasarkan pada Konvensi Parii yang memberikan kriteria sebagai berikut :

Article 6 bis of the Pais conaention 0967) shall apply, mutatis mutandis to

se/oices.ln determining whether a trademarkis well'known, Members shall

talce into account of the knoutleilge of the trademark in the reloant sector of the

public, including inowtedge in the Memb q concern e d zohich has been ob tained

as a result of the promotion of the tradematk"

Apa yang tertuang dalam TRIPs tentanS kriteria merek terkenal tersebut

-"";"ai dasar kriteria tentang merek terkenal sebagaimana terdapat dalam

Penjelasan Pasal5 ayat (1) huruf b UUM'

Berdasarkan ketentuan TRIPs tersebut, Art .6bis Paris Conttentionrire,.rgenai

merek terken al (wetl-ktroutn mark) diberlakukan terhadap barang atau iasa

yang tidak samadengan barang yang merel'crya didaftar, dengan- ketentuan

i.fr*, p".,ggrrr'.ur,merekdagangdalarnkaitandenganbarangatauiasatersebut
dengan baiang yang merek dagangnya terdaftar dan dengan ketentuan pula

bahia kepentingan pemilik merek terdaftar terganggu oleh penggunaan itu.1
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Kriteria tersebut dipergunakan oleh pengadilan di China sebagai dasar
nnhrk memutus sengkaa merek terkenal, seperti dalam k asvs Starbuckos Sh,ang

C-opycat.7, demikian juga beberapa kriteriamerekterkenal di hrdonesia tersebut
juga dipergunakan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan sengketa
merekterkenal.

Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) UUIvt dengan tegas menyatakan
bahwa merek terkenal mendapatkan perlindungan secara khusus. Kekhu-
susannya terletak bahwa perlindungan itu tidak hanya diberlakukan untuk
barangdan atau jasa sejenis, melainkan juga untukbarangdan atau jasa yang
tidak sejenis. Ketentuan itu merupakan suatu bentuk perlindungan yang
istimewa, karena pada dasamya merek digunakan untuk membedakan barang
dan atau jasa yang seienis.E

Perlindung,rn secara khusus tersebut, mengandung makna bahwa merek
terkenal mempunyai fungsi tidak hanya sekedar sebagai pembeda barang
sejenis, melainkan iuga fungsi lain. lrsan Budi Maulana menyatakarL merek
mempakan "roh" suatu produkbarang atau jasa.e Kata roh disini, mempunai
makna penting jika dikaitkan kelangsungan produk barang dan atau jasa
yang bersangkutan. Suatu produk bisa terus hidup atau mati tergantung
pada merek yang bersangkutan, karena dalam diri merek terkandung adanya
kualitas dan reputasi atasbarang dan atau jasa. Oleh karena itu, suatu merek
yang telah menjadi terkenal, bisa iuga berfungsi sebagai asset dan goodwill
bagi pengusaha sebagai pemilikny+ bahkan dalam perkembangannya, [rsan
Budi Maulana mengatakan bahwa dewasa ini di negara Asia yang maju seperti

|epang Korea Selatan dan Singapura merek terkenal dianggap sebagai "dewa
baru".ro FIal ini disebabkan karena keberhasilan pembangunan ekonomi di
negara dan kawasan itu telah mengubah gaya hidup pendudulorya, sehingga
tidak mengherankan jika total perdagangan produk mewah dengan merek
terkenal di seluruh dunia mencapai US$80 miliar. Dari jumlah itu, Amerika
mencapai an glca}A"/o dantotal perdagangan, Eropa 35% dan Asia mencapai
angka 37"/",Dai jumlah itu, 627" berasal dari )epang, Hongkong 12Yo, *rta
Korea Selatan 87", selebitrnya adalah Indi4 Asia Tenggara, Taiwan dan China.

kbih lanjut, Lrsan Budi Maulana menyatakan bahwa pengkultusan barang
mewah dengan merek terkenal itu tanpa disadari menjadikannya sebagai
"dewa baru" di Negara Asia baik yang perekonomiannya telah mapan seperti
|epang Korea Selatan dan Singapura maupun yang tingkat pertumbuhan
ekonominya menakjubkan seperti China dan India. Bahkan termasuk jug+

7lhid.
t Agrng Sujatmiko, Perlinrlungan Hukum Merek Terkenaal Melalui.Perjanjian Lismsi, Disertasi,

Program Pascasaarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, h. 55.
e lnsan Budi Maulana, Perlirdungan Hukum Merek Terkenal Dari Masa ke Masa, (Citra Aditya

Bakti, Bandun& 1999), h. 8.
rolnsan Budi Maulana, Merek Terkenal Sebagai Dewa Baru, Bisris Indonesi+ 25 Januari 2fi)7.

;5

r3Gatot Ismono.,Is^ono, Garot, peilirur.ungan-Hukum Hak 4t!s Merek rerdaffar Dalam persaingan
y;6!:{:i:ir.*rar. resis, program Magiste? rh" ri;;;,,'il;;;;"ii""'dt;";"IJff*^"..,,r.
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yang sedang-sedang saja seperti rhailan4 Filipina dan lrdonesia.rr Merek
terkglal seringkali dipalsukan dan didaftarkun t"uih dulu oreh pengusaha
Iokal.t2 oleh karena itu, berdasar atas pertimbangan se.irgnyu t*ildi pelang-
garan hak atas merek terkenal, maki merek teiten* pJrtu aiprotetcsi aan
dilindungi dari perbuatanaerbuatan yang mengarah puiu p"*ir,gur, curang
yangmerugikan pemililnya. FIaI itu disebabk*Lr"r,. rr,erek terklnal *r,gu-t
rawan akan terjadinya pelanggarirn, sementara fungsinya aemitcian vitat ua6
kelangsungan usaha produksi dan pemasaran bararrj.tau jasa.

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangat urgery karena merek
tidak saja berfungsi untuk morbedakan barang dan a-tu";ulu ,u;""i", ;;;;
kan juga berfungsi ekonomis._Kedua fungsi iti, aemitian p.;;; dan vitar
bagi pemilik_1erek- Fungsi sebagai pembeda merupakan fral yani essential
bagi merek dalam pemasaran barang dan atau jasa. Suatu b;;;; dan ataujasa-yang dijual tanpa merek tidak akan dapat bersaing di pr"u.. &uaiu,yu
apabila suatu barang dan atau jasa yang merel,cnya srlan iikenar baik oreh
konsumen, karena reputasi mereknyi atau kualitas"y, b".";;;;;;k;;
dengan mudah unfuk memenangkan persaingan di pasar.

Secara ekonomis, fungsi merek berkaitan rlengan kekaya art @roperty) yang
mernberikan penghasilan (income)bag;pemiliknla, Sebagi salil Jt "r*b.,penghasilan, maka hak merek perlu dilindungi dari perbu"atan-perbuatan yang
meng-arah pada peranggaran dan kejahatary kareni at an merugikan pemilik-
nya' sebagai suatu propert!, hak merek pada dasarnya menlaai sarah satu
bagian dari kekayaan (asset) bagi pemiliknyo h".r" ,r,endapatkan perlin_
dungan dari negarayang menjadi kewajibannya.

- Menurut Yahya Harahapr3lingkup perlindungan hukum yang diberikan
kepada pemilik merek meliputi pe",gg;uu. atau etploita"i ;"r"[y;g ;;
cakup:

A. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, yang meliputi:
1' mempergunakan tanda merek sebagai logo label, atau gambar daram

surat men5rurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (pJag ing) dalarr
advertensi atau promosi;

2- menikrnati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, meriputi
goodwilr atau we[-known, reputasi tinggi (high reputation)r, indikasi
sumber asal/geografis, sentuian kurturar 1"irrt"i attach#nt) dan
sentuhan keakraban (familiar attachment).

tt lbitl.
t2 lbiil-
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B. Melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi
memperoletr keuntungan dalam perdagangan, meliputi:
1. memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional

danglobal;
2. menyimpan barang yang dilindungi merek, asal tidak bertentangan

dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga;
3. mensuplaibarang;
4. mengeksporbarang.

c. Melindungi hak memperluas wilayah dan segmen pemasar.rn, sesuai
dengan sistem pasar atau perdagangan bebas dan dilakukan sezuai dengan
prinsip persaingan bebas, jujur dan sehat.

D. Melindungi pengalihan atau transfer merek dalam bentuk:
1. transferberdasarkan titel umum sesuai dengan ketentuan hukum waris;
2. transfer dalam segala bentuk transaksi yang dibenarkan oleh trndang-

undang (menjual, mengagunkan, menghibahkan);
3. dalam bentuk lisensi, memberi ijin pada orang lain atau badan hukum

untuk menggunakannya.

Berdasarkan uraian di ata+ disamping sebagai salah satu sarana untuk
memberikan perlindungan terhadap merek, perjanjian lisensi juga berfungsi
trntuk membuat suatu merek menjadi merek terkenal. Apabila iuatu merek
dilisensikan di banyak negara, tentu merek yang bersangkutan akan dikenal
banyak konzumen. lri merupakan modal awal yang sangat mendukung unhrk
mendongkrak keterkenalan zuatu merek. Pemakaian oleh konsumerr di ber-
bagai dunia, merupakan langkah nyata dan praktis, agar suatu merek dikenal
dan diakui oleh masyarakat luas. Pemakaian dalam jangka waktu lama mem-
buat konsumen akhirnya mengakui bahwa kualitas suatu merek memang
baik dan akhimya membuatmereka tidak akanberalihpada mereklain. pe-
ngakuanitu sangatpenting untukmeraih dan memenangkan persaingan di
pasar. Pada akhirnya konsumen akan memilih merek yang berkualitas baik.
Pilihan konsumen tersebut akan terus bertahan jika merek yangbersangkutan
dapat menjaga reputasi kualitasnya. Bahkan tidak jarang konzumen menjadi
fanatik dan branded terhadap merek-merek yang diakui berkualitas baik. FIal
itu sesuai dengan pendapai Casavera, bah*u p--".urt* merek dari waktu ke
waktu terus mengalami perkembangan. Perkembangan itu antara lain :r.

Pertama kali merek dirumuskan sebag ai unbranded products yangbercirikan
komoditas yang satu dengan yang lain sulit dibedakan kualitasny+ sehinggga
harga menjadi kriteria pembelian yang utama. Kemudian merek seuagai
referensi (acuan), dalam hal ini merek digunakan sekaligus sebagai nama

t8

t'casa'era,1s Kasue sengketa Merek di Indonesia, (Graha llm', yogyakarta, 2009), h. g.

15 Suwantin Umar, "Merrunggu Lahirnya PP Merek Terkenal", Bisnis Indonesia, 7 Maret 20{J.7.
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perusahaan. Selanjutnya merek sebagai kepribadian (personality), yang
diharapkan mampu berdiri sendir'r, dimana komunikasi pemasarm diftmcang
nuntuk memberikan makna bagi merek yang bersangkutan sesuai dengan
konteks yang diharapkan pemilik merek. Yang tak kalah penting, perkem-
bangan merek selanjutnya meniadi ikon. Merek bukan saja menjadi hak milik
(property) produserL narnm pada sisi l,ain juga menjadi kepunyaan konsumen.
Merek telah menjadi bagian keseharian konsumen dan masyarakat umum.
Perkembangan selanjutnya,brand as ompany, dalanhal ini merek mencemrin-
kan situasi yang kompleks, sehingga pemilik merek harus mampu meurfokus-
kan manfaat nama perusahaan bagi aneka ragarn segmen pelanggan. Selanjut-
nya dalam tahap perkembangan yang terakhir, merekbisa menjadibrandas
policy yangmenggambarkan keselarasan antara perusahaan, merck dan isu-
isusosial lainnya.

Perkembangan merek tersebutmentrnjukkan bahwa merek merriliki peranan
yang demikian penting bagi perkembangan perusahaan dan menunjang
perdagangan yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pendapatan
bagi negara, apalagi merek tersebut merupakan merek terkenal. Oleh kalena
itu, pengaturin merek terkenal yang terdapat dalam LIUM perlu dilengkapi
dmgan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana diamanatkan dalam UUM.
Keberadaan PP tersebut sangat penting mengingat kasus-kasus pelanggaran
terhadap merek terkenal semakin banyak dan kadang-kadang hakim tidak
memiliki kesamaan pandangan terhadap pengertian merek terkenal. Halitu
tampak dari keputusan pengadilan dalam kasus merek Intel dan Ertra los.
Kazus merek daganglntel dan Extra loss bisa jadi contoh betapa tidak adanya
kesamaan pandangan di antara hakim dalam memutus sebuah perkara ber-
kaitan dengan merek dagang terkenal. Pengadilan Niaga pemah menolak
Bugatan Intel Corporutioz untuk membatalkan merek dagarglntelleans atas
dasar pertimbangan bahwa Infel bukanlah merek dagang terkenal. Thpi, di
tingkat kasaai iustru MahkamahAgung (MA) membatalkan putusanPengadilan
Niaga dan membatalkan pendaftaran merek In fel /eazs. Selain itu, MA juga
menetapkan bahwa lrtel adalah merek dagang terkenal, sehingga perlin-
dungannya tidak hanya terbatas pada produk yang sama. Tapi lain lagi dengan
kasus yang dialami oleh merek lokal Extra /oss. Semula, Pengadilan Niaga
mmgabulkan gugatan pembatalan pendaftaran merek Ener /oss dan mengakui
Extra loss adalah merek terkenal. Tapl di tingkat kasasi justru MAyang mem-
batalkan putusan Pengadilan Niaga ]akarta dengan pertimbangan antara
latn Extra loss bukanlah merek terkenal.ls Kedua kasus ini merrlcerikan bukti
bahwa di tingkat pengadilan belum ada kesamaan bahasa dan pengefian
tentang merek terkenal; sehingga ketrcradaan PP tentang merek terkenal dapa.t
dijadikan pedoman bagi hakirru disamping itu juga bermanfaatbagi pemilik
merek itu sendiri, apakah merek yang dimilikinya merupakan merek terkenal

UE*

I

-



PROCEEOING

atau bukan. Keberadaan PP di bidang merek terkenal tersebut untuk memberi-
kan perlindungan hukum atas suatu merek yang dimiliki oleh seseoran&
karena selama ini pelanggaran terhadap merek terkenal semakin bertambah
banyak, hal itu akan merugikan pemegang merek karena volume peniualan
menurun atau bilamana barang yang diproduksi si pemalzu merek tidak me-
madai kualitasny+ sehingga pada akhimya nama baik merek itu akan tercem.u.

Begitu juga konsumen akan kehilangan jaminan (kepercayaan) atas kualitas
barang yang di dibelinya. Untuk itu pemerintah sebaiknya menerbitkan PP

tentang merek terkenal. Kebutuhan akan adanya PP itu bukan saja dapat
menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi
pemegang hak kekayaan intelektual, namun juga sebagai usaha pemerintah
untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis. Diharapkan,
PP tersebut akan menjadi pedoman lguideline) bagi penegak hukum dalam
menafsirkan merek terkenal. Selain itu hakim Pengadilan Niaga dan Hakim
Agung perlu memiliki pengetahuan yang cukup soal merek, sehingga ada
kesamaan dalam membuat putusan @redictability). Hal ini penting karena
hakim di Indonesia tidakterikat kepada putusan terdahulu (cas e laut),karena
Indonesia tidak menganut sistem preseden.

Penyediaan perangkat hukum di bidang merek yang didukung oleh sumber
daya manusia yang andal adalah suatu keniscayaan yang harus selalu dimiliki
oleh pemerintah. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal jrrga merupa-
kan jaminan kepastian hukum di bidang ekonomi, yang harus senantiasa
mendapat perhatian, untuk menjaga hubungan internasional Indonesia.
Kepastian hukum yang dicapai akan mendorong iklim investasi dan bisnis
yang seha! sehingga anjuran pemerintah untuk berinvestasi dan berbisnis
di Indonesia dapat tercapai. Keadaan ini jelas akan meningkatkan kepercayaan
dtrnia intemasional atas penegakan hukum di hrdonesia, yang pada gilirannya
akan mendorong sektor perdagangan pada khususnya dan bisnis nasional
pada umurmya. Secara keseluruhan ekonomi Indonesia akan membaikbila-
mana terdapat kepastian hukum.r6

Urgensi Perlindungan Hukum Merek Terkenal

Pasal 3 ULIM dengan jelas menyatakan bahwa hak atas merek merupakan
hakeksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilikMerekyang terdaftar
dalam Daftar Umum Merek untukiangka waktu tertentu dengan mengguna-
kan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakannya. Hak khusus tersebut pada dasamya bersifat ercl usfue yang
hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh
untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya.rT Oleh karena itu hak tadi

!6Frans Herr&a Winata, Suara Pembarauar! 13-3-2008.
fAnne Fitzgerald & Brian Fitzgerald, Fitzgerald. Anne dan Fitgerald Bia , Intellectual Property

h Ptinciple, Law Book Co, Sydney, 2004, h. 363.
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perlu mendapatkan perlindungan. Konsep bahwa hak merek yangbersifat
,i<husus tersebut perlu dilindungl sejalan dengan pengertian hak sebagaimana

yang dikemukakan oleh Soedil,mo Mertokusumo bahwa hak itu adalah I(eP€n-

fungL yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan

p"ioru.,gur, utau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.rE Hal itu seialan

i"r,gurripu yang dikatakan oleh Achmad Zen Umar Purba bahwa sebagai

bagi-an aari HrL rrak merek itu bagian dari harta kekayaan $raperty),darr
seb-agai hak, dia merupakan harta atau assef berupa benda yang tidak ber-

*"i; $tangible asset)ri Menurut Keith E Maskus, antara benda yang tidak

berwujud dengan yang berwujud sampai pada titik tertentu kedua haktersebut

,"*u. irlu*.rr,, perbedaanyangmenorrjol adalah pada aspekeksklusivitasrrya.

Eksklusivitaslih yang menimbulkan hak dan hak itu tidak lain menrpakan

kompensasi atas semua uPaya yang telah dikeluarkan atau dikorbarrlcan oleh

pemilik karya intelektual tersebut.'

Mengingat hak merek bersifat khusus, maka hak itu dapat dipertahankan

terhadal siapapun juga sehingga jika ada orang lain yangberitikadtidakbaik
melaksanakan hak tersebut tanpa seizin pemegang hak atas melelg maka telah

terjadi pelanggaran atashakyangbersifat khusus tadi. Dalamhal sepi'rtiinilatt
ter.i"tr[qg"""t perlindqngan hukum hak atas merek. Pada umqmnya penbuatan-

perbuatan yang mengarah pada peniruan merek menimpa merek-merek ter-

Lenal yang selama ini sudah dikenal dengan reputasi baik oleh konsumen-z

Hal itu terjadi karena merek terkenal memiliki reputasi yang baik di-
kalangan konsumen. Ada tiga alasan terjadinya pelanggaran terhadap nrerek

terkenal, yakni :2

a. Pihak pelanggar akan memperoleh keuntungan materi secara cepatdan
pasti tinpa beisusah payah membangun reputasi merek;

b. Pihak pelanggar tidak mau mengambil resiko, iika harus merrrbuat merek

sendiri yang baru, karena biayanya terlalu mahal;

c. selisih keuntungan yang diperoleh dari peniualan barang dengan merek

palsu jauh lebihbesar jika dibandingkan dengan keuntunganyangdiper-

"t"t ;it 
menjual barang yang asli dengan mereknya sendiri yang relatif

masih baru dan belum dikenal secara luas oleh konsumen, kar,erra pemalsu

tidak perlu membayar biaya riset dan pengembanSan, biaya iklan dan

promosi serta Paiak.

r! sudikno Mertokusumo, Ioc .Cit.. Mengenal Hukum, (Liberty, Yogyakarta, 1989), h- 7.

re Achrnad Zen Umar Purba, Op. Cir., h. 41.
, Keith E .Masku s. lntellectual Property RiSh ts in the Global Ecanony, dikutip 'rabm Admad Zen

Umar Purba, Ibid., h' 73.
2r James J. Hoiloway, "The Protectbn of Trademark Gootlwill in Canoda, Where Wc Wcn, Whcrc Wc

*, iia tr,thrrc We Shiuld Be C*ing', Inteltectrul ProPefiy lournal) YoL 17. No. 2, February 2{XX--

z Bambane SulisWobudi, Aspek Hukum Dalam Persaingan l)saha Tiilak khet Atas Hck Maek
tXlruii-Xr-r7o" uoi\ ,f*is, Ptogrr- Magister Ilmu Hukum Universitas Diporngoro' Serurang
2003, h. 95.
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Ketiga alasan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggar untuk
memakai merek orang lain tanpa memperhitungkan resiko yang harus di-
hadapinyaiika pemilik merek mengadukanrrya pada aparat penegak hukuro
dengan alasan telah teqadi pelanggaran merek.

Perlindungan Merek Terkenal di Beberapa Negara

Di beberapa negara, perlindunganhukum terhadap merek terkenal juga
mendapatkan perhatian yang sangat penting. Seperti misalnya di Australia
yang diatur dalam Undang-undang Merek Dagang Australia Tahun 1.995.

Pada dasamya pendaftaran dan perlindungan hukum yang diberikan oleh
negara terhadap merek terkenal bersifat defensif dengan tujuan utama bahwa
perlindungan tersebutdapat mencegah dan melindungi merek terkenal dari
tindakan persaingan cur ang (passing of).8 Ketentuan perlindungan terhadap
merek terkenal dari tindakan persaingan cur ang (passing offl memangsangat
tepatmengingat pelanggaran hukum terhadap merek terkenal pada umumnya
didasari oleh tindakan persaingan curang. Bahkan di |epang, persoalan per-
lindungan hukum merek terkenal diatur dalam dua undang-undang yakni
Undang-undang Merek dan Undang-undang Persaingan Curang, dimana
kedua undang-undang tersebut saling melengkapi.u

Perlindungan merek terkenal di ]epang lebih mengarah pada perlindungan
yang bersifat administratif. Pada kasus- kasus pelanggaran merek terkenal
yang ditim dan beredar di masyarakat, pengaturan dan perlindungan hukum-
nya didasarkan pada ketentuan undang-undang persaingan curang.25 hri
berbeda dengan Indonesia yang pengaturan dan perlindungan huktrmnya
masih berdasarkan pada undang-undang merek Lrdonesia belum memiliki
undang-undang tentang persaingan curang secara khusus yang mengatur
tentang persaingan curang di bidang HKI dan bisnis lainnya. Ke depan perlu
dipikirkan undang-undang semacam itu, agar dapat melengkapi undang-
undang terkait yang sudah ada, agar dapat lebih melengkapi dan menambah
kepastian hukum. Sementara itu dalam lanham Act, perlindungan hukum 

,

merek terkenal di Amerika Serikat dikaitkan dengan tindakan dilusi (ilillution),
artinya diAmerika Serikat, seorang pemilik merekterkenal berusaha secara
maksimal untuk mencegah pedagang lain menggunakan mereknya, bahkan
perlindungan itu diperluar rot"f. proaut yangU"t* merupakan saingan

Qnn ompeting\.6Terkaitdengan pmgaturan perlindungan merekterkerral yang
dikaitkan dmgan dilusi lersebut tuiuannya adalah agar memberikan perlin-

a M. Ilham Surya Dirja Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi di Indonesia
( Studi Perbandingan Hu-kum Ketentuan UU Merek di Amerika Serikat dan Indonesia), Tesis,
Program Pascasarian4 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, fakarta 2012, h. 30.

u lba.,h.xt.
E lbid., lI.32.
\ tuid.h.33.
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dungan terhadap konsumen atau masyarakat secara luas dari tindakan pe-
nipuan dan peniruan merek

Sementara itu perlindungan hukum merek terkenal'di Indonesia, dalam
UUM diatur dalam Pasal6 ayat (1b) dan ayat (2). Kedua pasal tersebutpada
prinsipnya menegaskan bahwa pemrohonan pendaftaran merek harus ditolak
apabila m6rek yarrg akan didaftarkan memiliki persamaan pada pokolorya
atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untukbarang
danr/atau jasa sejenis. Perlindungan terhadap merek terkenal tersebut merrurut
ketentuan pasal 5 ayat (2) diperluas tidak hanya diberlakukan untukbarang
dan atau sejenis melainkan juga untuk barang dan atau jasa tidak sejenis. Per-
luasan pemberlalcukan menuniukkan bahwa pembentuk undang-undang me.
milikiperhatianpadaperlindr.urganmerek-merekterkenalyangsudahterdafur.

Jika dicermati lebih laniut, perlindungan terhadap merek terkenal tersebut
sifatrya preventif, artinya sejak awal pembentuk undang-undang merrberikan
proteksi terhadap merek terkenal sejak awal ketika suatu merek akan didaftar-
kaq dengan ttrjuan agar calon pmdaftar merekbisa mengetahui danmenyadari
bahwa pendaftaran merek tidak boteh bertentangan dengan merek terkenal
yang sudah ada. tri menunjukkan zuatu penghargaan kepada merek terkenal
yang telah terdaftar. Keterkenalan suafu merek pada akhimya tidak hanya" '

memberikan keuntungan secara finansial, tetapi juga keuntungan yang&er- -
sifatlegal.

Kesinpulan

Perlindunganhukum terhadap merek terkenal diberlakukan secarallhusus,
karena untuk menjadikan suatu merek menjadi terkenal diperlukan waktu,
tenaga dari biaya yangbesar untuk mempromosikan merek diberbagai media
di banyak negara. Demikian pula merek yang bersangkutan harus didaftarkan
di banyak negara. Apabila suaflr merek didaftarkan dan dipromosikan secara
gencar dalam waktu yanglama, maka merekyangbersangkutan akanmenjadi
merekterkenal.
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Djumaili'

Pendahuluan

Bahwa salah satu sumber daya dalam melaksananan usaha adalah zumber
daya modal, namun kebiiakan untuk pengaiuan permodalan di trndorresia dewasa
ini masih harus menyertakan jaminan berupa benda berwujud (tangible asset)

misalnya dalam bentuk Sertifikat Tanah atau Surat-surat Berharta maupun
Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Di mana persyaratan tersebut
merupakan persyaratan baku yang masih diberlakukan yang dipakai sebagai
pedoman oleh Pihak Perbankan maupun Lembaga Keuangan non Bank.

Interpretasi dari pengertian kebendaan terus mengalami perkembangan,
yang meliputi barang dan hak. Barang merujuk pada benda yang berwujud
(tangible), sedangkan hak merujuk pada benda yang tidak berwujud (intan-
giblelimmaterial)). Hak Kekayaan Intelektual merupakan harta kekayaan atau
aset, yaitu barang dan hak milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi,
sebagai harta kekayaan yang tidakberwujud (intangable assets).

Hak Kekayaan hrtelektual seharusnya dapat dialihkan baik seluruhnya
maupun sebagian berupa pewarisan dan perjaniian Ertulis, dapat untuk diguna-
kan atas suatu hutang dan dapat pula dipakai sebagai suatu hak yang dapat
digadaikan. sa ini asetberupa HakKekayaan Intelektual di Indonesiabelum
seluruhnya terdapat pengakuan sebagai hak ekonomi kebendaan ber-gerak
tidakberwujud terutama sebagai alatbukti penjaminan (alatkolateral). Dengan
demikian perlu dibuat aturan yangtegas dan jelas mengenai HakKekayaan
intelektual sebagai alat kolateral dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Di tingkat Internasional keberadaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai
asetdapat dinilai dan sebagai asetyang dapat dipakai sebagai jaminanutang.
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